SALINAN

PUTUSAN
Nomor 5/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama . Lieus Sungkharisma
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat . Keadilan Raya Nomor 26, RT. 009/RW. 005,

Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,

Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai --------=-======== == Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 Desember 2021,
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
67/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi pada 5 Januari 2022 dengan Nomor 5/PUU-XX/2022, menguraikan hal-
hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945,
menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah



Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan
hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain
“...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945%;

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”)
menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang
berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian

Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK No. 06 Tahun
2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-

undang, yaitu:



a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga negara.

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003
memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-
hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19457,

Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007
memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan
permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuiji;

c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-

undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dalam pengajuan permohonan a quo, Pemohon berkedudukan
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk
memilih (right to vote) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017, yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



10.

11.

12.

13.

14.

Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017

“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.”

Bahwa sejatinya partai politik hanyalah kendaraan bagi para calon presiden
dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari
penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga

negara, termasuk Pemohon;

Bahwa terlepas secara umum Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU-
XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 menolak legal standing Pemohon
sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan
permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan
permohonan, baik legal standing Pemohon maupun substansi permohonan;

Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun
2005 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji
oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005

“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU
terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara
yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali
dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan
yang bersangkutan berbeda.”

Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal

222 UU No. 7 Tahun 2017 telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamabh;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka Pemohon telah
memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 UU No.
7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.



C. POKOK PERMOHONAN

15.

16.

17.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-2);

Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pasal 222 UU

No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi:
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota
DPR sebelumnya.”

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,

yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.”

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.”

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

18.

19.

Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan
calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi
partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari
jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, pada pokoknya berbunyi: “Syarat-syarat
untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan

undang-undang’;




20.

21.

Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, syarat-
syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 a quo,
pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang
memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil
presiden, sebagai berikut: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta Pemilihan Umum; (2) diusulkan sebelum pelaksanaan

Pemilihan Umum:;

Bahwa dengan demikian keberlakuan presidential threshold tidak
memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah
terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil

presiden.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

22.

23.

24.

Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena telah melanggar hak konstitusional
partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi sebanyak-banyak calon
pemimpin masa depan (vide Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017,
11 Januari 2018);

Bahwa secara konseptual konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk
memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai
hak konstitusional warga negara, sehingga inkonstitusionalitas Pasal 222
UU No. 7 Tahun 2017 juga berkorelasi pada pelanggaran hak konstitusional
Pemohon, yaitu mendapatkan sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang
akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil

presiden) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024;

Bahwa melalui dissenting opinion empat orang hakim konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14
Januari 2021, pada pokoknya menunjukkan penegasan atas konstruksi
hukum Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan
secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to
vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara,

yang selengkapnya sebagai berikut:




25.

26.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14
Januari 2021

Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul,
Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
menyatakann pendapat berbeda (dissenting opinion):

[6.5] .... “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon
presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun
potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan
dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan
hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote

bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam
kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari
hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan
dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak
untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak
konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma
undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”

Bahwa suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak
konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam
peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU No.
7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta
Pemilihan Umum jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa lebih lanjut dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan
pemilihan umum Presiden dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024,
maka mutatis mutandis pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) menjadi tidak relevan lagi, karena praktis
basis suara yang dipergunakan dalam memenuhi syarat dukungan calon
presiden dan wakil presiden diperoleh dari pemilih yang telah meninggal

dunia;



27. Bahwa secara faktual, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan umum 2019, beberapa di antaranya telah meninggal dunia, yang
salah satunya diakibatkan oleh massifnya penyebaran corona virus (Covid-
19);

28. Bahwa berkaca pada masa lalu, sesungguhnya legitimasi atau dukungan
terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden
2019 juga diberikan oleh pemilih yang telah meninggal dunia, sebab
beberapa di antara pemilih yang telah menyalurkan suaranya (hak pilih)

pada pemilihan umum 2014 telah meninggal dunia atau wafat;

29. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka
sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU
No. 7 Tahun 2017 a quo telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
D. PETITUM
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai
berikut:

1. Bukti P-1 . Fotokopi KTP atas nama Lieus Sungkharisma;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu
pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut
UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) kali perbaikan

permohonan, yaitu pada tanggal 2 Februari 2022 (melalui email) dan pada tanggal
3 Februari 2022 (melalu email), yang masing-masing bertanggal 2 Februari 2022.
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Namun, sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang Pemeriksaan
Pendahuluan pada 17 Januari 2022 bahwa batas akhir memperbaiki permohonan
disampaikan ke Mahkamah adalah sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (vide
Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022, Senin, 17 Januari 2022, halaman
23). Dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan telah melewati
tenggang waktu perbaikan permohonan. Oleh karena itu, perbaikan permohonan

yang diajukan pada 2 Februari 2022 dan 3 Februari 2022 tidak dipertimbangkan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu

undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai

kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada

huruf a.

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus

memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya

undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU

MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4]
dan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan

hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas
dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU
7/2017 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 222 UU 7/2017:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

2. Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia
yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum presiden

dan wakil presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU 17/2017
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[sicl], yang menyatakan: Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah

pernah kawin;

3. Bahwa menurut Pemohon, partai politik hanyalah kendaraan bagi para calon
presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari
penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara

termasuk Pemohon;

4. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun
2005, memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh
Mahkamabh;

5. Bahwa pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 telah 13
(tiga belas) kali [sic!] diputus oleh Mahkamabh;

6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah
mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon

dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya,
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan
ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, Pemohon berkedudukan
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional
dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di

hadapan hukum;

[3.7.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara
dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan
pasangan Presiden dan Wakil Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah

telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
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XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara

lain menyatakan:

[3.6.2] ...jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas
pencalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan
mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun
2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun
2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa
pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in
casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan
dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan
hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut
semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik
peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak
untuk memilih.

Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih
dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat
membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai
politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan
permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian
menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal
8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang
mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi
Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim
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Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda
tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
66/PUU-X1X/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi
Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang
batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok
permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan
Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi
Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam
pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan

permohonan Pemohon;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
66/PUU-X1X/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to
vote) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia,
yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau
sudah pernah menikah, Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon benar-
benar ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan telah menggunakan
hak pilihnya yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu pemilih dan nama yang
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jikapun bukti itu ada, quod non,
berkenaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, pemilihan anggota
legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu
bersamaan (pemilu serentak), mekanisme dan sistem penentuan persyaratan
ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu
tahun 2019. Menurut Mahkamah, Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya
dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari
persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden
pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional
Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi
dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki
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kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak
terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon

sebagai pemilih dalam pemilu;

[3.7.4] Bahwa terkait dengan argumentasi Pemohon bahwa partai politik
hanyalah kendaraan bagi para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,
sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan
wakil presiden adalah warga negara termasuk Pemohon, hal tersebut adalah bukan
persoalan yang mendasar dalam permohonan a quo. Ketentuan Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 menyatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”,
yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk
secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna
mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat
untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut
dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin
melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan

secara langsung.

Selanjutnya, sistem pemilu bangsa Indonesia merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila
setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan
pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih
hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama,
yaitu satu suara (one person, one vote, one value). Sementara, yang dimaksud
dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota
DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 1 angka 27 UU
7/2017). Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh
Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo, sehingga
Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohoan a quo.
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Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok

permohonan.
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny

Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
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Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun
dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB, oleh tujuh Hakim
Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief
Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma
Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.
Aswanto Arief Hidayat
ttd. ttd.
Manahan M.P. Sitompul Daniel Yusmic P. Foekh
ttd. ttd.
Enny Nurbaningsih Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Wilma Silalahi
Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
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